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Abstract: This study aims to analyze the implementation of the Merdeka
Curriculum in overcoming class retention. This research used a case study
method with a qualitative approach. The informants in the study were teachers
and the deputy principal for curriculum at SMA Negeri 1 Tempilang. Data
collection techniques were conducted by interview, questionnaire distribution,
observation, and documentation. This research data analysis technique used an
interactive model analysis, including data reduction, data presentation, and
conclusion drawing. The results of this study indicated that implementing the
Merdeka Curriculum could overcome the problem of class retention. The
policy's success in avoiding class retention relied heavily on the realization of
planning, implementation, and assessment that prioritized essential principles in
the Merdeka Curriculum. Curriculum implementation had to be carried out by
referring to various regulations, instructions, and guidelines for implementing
the Merdeka Curriculum in terms of planning, implementing learning, and
assessing. The success of the Merdeka Curriculum in overcoming class
retention required the active role of all components of education, starting from
teachers, principals, related institutions, parents, and students.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kurikulum
Merdeka dalam mengatasi retensi kelas. Penelitian ini menggunakan metode
studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Informan pada penelitian adalah guru
dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMA Negeri 1 Tempilang. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pendistribusian angket,
observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan
analisis model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi
Kurikulum Merdeka dapat mengatasi masalah retensi kelas. Keberhasilan
kebijakan menghindari retensi kelas sangat bertumpu pada terealisasinya
perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian yang mengutamakan prinsip-prinsip
penting dalam Kurikulum Merdeka. Pengimplementasian kurikulum harus
dilakukan dengan merujuk pada berbagai peraturan, petunjuk, dan panduan
pelaksanaan Kurikulum Merdeka baik dari segi perencanaan, pelaksanaan
pembelajaran, maupun penilaian. Keberhasilan Kurikulum Merdeka dalam
mengatasi retensi kelas sangat membutuhkan peran aktif semua komponen
pendidikan mulai dari guru, kepala sekolah, lembaga terkait, orang tua, dan
siswa.
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Pendahuluan
Masalah mengulang kelas atau retensi masih menjadi isu penting dunia pendidikan di

Indonesia. Berdasarkan laporan Kemdikbud dalam neraca pendidikan pada tahun 2020, tidak
ada satu pun provinsi yang zero retensi. Baik di level sekolah dasar maupun sekolah
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menengah masih ditemukan siswa yang tidak naik kelas (Kemdikbud, 2020). Bahkan,
angkanya tidak sedikit. Pada jenjang SMA jumlah siswa retensi mencapai 17.015 se-
Indonesia. Persentase siswa mengulang kelas di Indonesia disebutkan mencapai 16%. Angka
ini 5% lebih tinggi daripada rata-rata persentase siswa mengulang kelas di negara-negara
anggota OECD (CNBC Indonesia, 2020).

Perdebatan tentang perlu atau tidaknya memberikan pengalaman tambahan kepada
siswa dengan cara mengulang pembelajaran selama satu tahun pelajaran telah berlangsung
sepanjang sejarah pendidikan di dunia Barat (Jimerson: 2001). Di satu sisi mengulang kelas
dinilai akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan prestasi belajar dari
sebelumnya (Fruehwirth et al., 2016). Namun, di sisi lain tidak naik kelas dipandang akan
memberikan efek trauma dan sanksi sosial yang tidak sepele (Zhang dan Huang, 2022).
Pandangan negatif masyarakat terhadap siswa yang tidak naik kelas memunculkan beban
psikologis tersendiri bagi siswa (Hughes at al., 2018). Kebijakan retensi bahkan dipandang
dapat menurunkan minat belajar siswa. Alih-alih menjadi solusi untuk meningkatkan
kompetensi siswa, pada faktanya retensi justru membuat siswa malas belajar karena merasa
harus mengulang-ulang pelajaran. Tinggal kelas juga menyumbang tingginya angka siswa
putus sekolah (Eren et al., 2020; Hughes at al., 2018; Owings dan Magliaro, 1998). Siswa
yang tinggal kelas cenderung akan merasa frustasi dan tidak percaya diri. Di saat teman-
teman sekelasnya mengeksplorasi pelajaran di kelas baru, siswa yang tidak naik kelas harus
beradaptasi dengan siswa di bawah usianya. Pada akhirnya, tidak melanjutkan sekolah
dianggap sebagai alternatif solusi. Tak hanya itu, kebijakan retensi kelas juga dinilai
merugikan anggaran (Gonzalez-Betancor dan Lopez Puig, 2016; Levin, 2007). Siswa yang
tidak naik kelas secara otomatis akan mengulang satu tahun pembelajaran. Hal ini tentu saja
akan menambah beban biaya anggaran. Selain itu, terdapat banyak hasil penelitian yang
mengungkapkan bahwa kebijakan retensi kelas tidak memberikan hasil untuk kemajuan siswa
(Witmer el al., 2004).

Pelaksanaan pembelajaran di sekolah tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah.
Dalam mengatasi masalah retensi, pemerintah dipandang perlu menetapkan kebijakan dengan
menggunakan berbagai pendekatan. Penyusunan kurikulum yang tepat dan akomodatif adalah
salah satu pendekatan yang dapat dipilih untuk mengatasi dilema retensi kelas (Jacobs dan
Mantiri, 2022). Kurikulum harus didesain dengan memperhatikan kebutuhan belajar siswa
sesuai dengan tahap perkembangannya. Kurikulum perlu disusun agar memberikan
kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan tanpa harus mengulang satu tahun
pelajaran yang sudah dilalui. Siswa yang belum mencapai standar tertentu dalam
pembelajaran, hanya perlu mengulang pada standar tersebut (Parker, 2001). Artinya, siswa
tidak harus mengulang seluruh pelajaran pada kelas yang sama selama setahun penuh.
Berbagai pertimbangan penting ini telah terakomodir dalam Kurikulum Merdeka yang dirilis
pemerintah pada tahun 2022.

Kurikulum Merdeka diluncurkan pemerintah dalam rangka percepatan perbaikan
pendidikan Indonesia pascapandemi. Keberadaan kurikulum ini sangat diharapkan dapat
mengatasi learning loss yang terjadi sepanjang pandemi. Kurikulum Merdeka dirancang
dengan pendekatan studet centered learning. Karakteristik utama kurikulum ini terletak pada
tiga aspek yakni pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skills dan karakter,
berfokus pada materi esensial, dan berorientasi pada fleksibilitas bagi guru untuk melakukan
pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan tahap perkembangan dan kemampuan peserta
didik (Kemdikbud, 2022). Karakteristik yang ketiga ini memunculkan capaian pembelajaran
berdasarkan fase-fase tertentu, bukan berdasarkan level kelas dan tahun pelajaran. Capaian
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pembelajaran yang diklasifikasi berdasarkan fase semacam ini memberikan kesempatan yang
luas kepada siswa untuk menyelesaikan pembelajaran sesuai kemampuannya tanpa harus
tertinggal kelas. Fase awal dalam Kurikulum Merdeka disebut dengan fase fondasi yakni ada
pada jenjang PAUD. Fase A dimulai dari kelas I dan II SD. Fase B terdiri atas kelas III dan
IV. Fase C dibagi ke dalam kelas V dan VI. Fase D ada pada jenjang SMP (kelas VII hingga
IX). Di level SMA capaian pembelajaran dibagi ke dalam dua fase yaitu fase E (kelas X) dan
fase F (kelas XI dan XII) (Kemdikbud, 2022).

Penelitian tentang implementasi kurikulum merdeka telah dilakukan sejumlah
peneliti. Damayanti dan Muhroji (2022) menemukan bahwa guru sekolah dasar masih kurang
memahami pengembangan instrumen pembelajaran tematik Kurikulum Merdeka yang sesuai
dengan peraturan. Barlian et al. (2022) mengatakan bahwa Kurikulum Merdeka telah
diimplementasikan dengan baik di SDN 244 Guruminda Kota Bandung dilihat dari aspek
pembelajaran berbasis proyek, pemanfaatan asesmen diagnostik, serta pelaksanaan asesmen
formatif dan sumatif. Ardianti dan Amalia (2022) menyimpulkan bahwa guru sekolah dasar
masih kesulitan dalam menyusun modul ajar, asesmen diagnostik, dan penilaian sumatif.
Mardianah (2021) mengungkapkan bahwa pelaksanaan program merdeka belajar di
lingkungan madrasah harus didukung dengan kelengkapan administrasi dan manajemen
madrasah. Isa et al. (2022) menemukan bahwa peran kepala sekolah sangat penting dalam
keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Usaha kepala sekolah memberikan dampak
besar bagi pemecahan berbagai permasalahan dalam upaya pengimplementasian Kurikulum
Merdeka. Utami et al. (2022) mengatakan bahwa konsep merdeka belajar belum dipahami
dengan baik sehingga menjadi kendala dalam program penguatan profil pelajar Pancasila
sebagai bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka.  Leny (2022) menyebutkan bahwa
kendala implementasi Kurikulum Merdeka di level SMK antara lain adalah terbatasnya
sarana dan prasarana, sumber buku, serta respons siswa yang cenderung pasif. Qolbiyah
(2022) mengatakan bahwa Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada sekolah
kejuruan untuk mengeksplorasi pembelajaran sesuai dengan sarana prasarana yang tersedia
serta memberikan kemerdekaan bagi guru untuk menyampaikan materi secara esensial. Ariga
(2022) mengatakan bahwa Kurikulum Merdeka di SP/SMK-PK telah memperbaiki dan
memulihkan krisis pembelajaran sebagai dampak pandemi. Senada dengan penelitian ini,
Vidieyanti et al. (2022) menjelaskan bahwa Kurikulum Merdeka bisa menjadi solusi efektif
untuk mengatasi keterlambatan belajar di masa pandemi. Dalam level perguruan tinggi,
penelitian mengenai implementasi Kurikulum Merdeka dilakukan oleh Deak at al. (2022).
Dalam penelitian tersebut Deak menyimpulkan bahwa kendala dalam implementasi merdeka
belajar di antaranya adalah perbedaan akreditasi perguruan tinggi, ketersediaan dana, serta
minimnya sosialiasi. Maghfiroh dan Sholeh (2022) berpendapat bahwa perlu dilakukan
pengkajian ulang terhadap kesiapan sumber daya manusia serta fasilitas dan kebutuhan setiap
perguruan tinggi dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Sementara itu, Fahmi et
al. (2022) menyebutkan bahwa strategi peningkatan mutu melalui Kurikulum Merdeka di
perguruan tinggi swasta telah dilakukan secara mandiri dan terpadu.

Kurikulum Merdeka yang dihadirkan dengan konsep berbeda dari kurikulum
sebelumnya dicita-citakan mampu untuk mengatasi problem retensi kelas. Fleksibilitas yang
diusung dalam Kurikulum Merdeka dirancang dapat memberikan keleluasaan bagi guru dan
siswa dalam proses pembelajaran. Retensi kelas harus diakui masih menjadi masalah
tersendiri di dalam dunia pendidikan. Di satu sisi kualitas pendidikan harus terus
ditingkatkan. Siswa yang berada di satu jenjang pendidikan harus dipastikan memiliki
kompetensi yang mumpuni saat dinyatakan berhak naik ke jenjang berikutnya. Namun, di sisi
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lain kenyataan bahwa ada siswa yang belum bisa mencapai kompetensi adalah realita yang
seringkali tidak bisa dihindari. Memutuskan siswa tidak naik kelas dianggap kebijakan yang
merugikan. Siswa yang belum mampu mencapai kompetensi tertentu tidak harus diberi sanksi
dengan mengulang seluruh materi pembelajaran dalam satu tahun pelajaran. Siswa
selayaknya diberi kesempatan untuk terus naik ke jenjang berikutnya. Namun, keputusan
semacam ini tetap harus diiringi dengan kepastian bahwa siswa memiliki kompetensi yang
seharusnya dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kurikulum
Merdeka dalam mengatasi masalah retensi kelas. Hasil penelitian ini diharapkan mampu
menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi guru, sekolah, dan pemerintah mengenai hal-hal
yang perlu ditingkatkan dan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan dalam penerapan
Kurikulum Merdeka khususnya dalam mengatasi masalah retensi kelas.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang

bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek atau
fenomena yang diteliti secara naratif (Anggito dan Setiawan, 2018). Studi kasus merupakan
eksplorasi dengan mengumpulkan informasi secara mendalam sehingga dapat mencapai
pemahaman mendalam tentang suatu kasus (Fitrah dan Luthfiyah, 2017). Pendekatan
kualitatif-deskriptif dengan metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk
memberikan gambaran tentang implementasi Kurikulum Merdeka dalam mengatasi masalah
retensi kelas di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Sekolah ini dipilih karena menjadi pilot project program sekolah penggerak
di Provinsi Bangka Belitung. Sebagai sekolah penggerak, SMA Negeri 1 Tempilang telah
menerapkan Kurikulum Merdeka pada siswa kelas X tahun pelajaran 2021/2022. Informan
penelitian ini adalah guru dari berbagai bidang mata pelajaran dan wakil kepala sekolah
bidang kurikulum di SMA Negeri 1 Tempilang. Informan guru ada sebanyak 9 orang yang
sebagiannya juga menjabat sebagai wali kelas X pada tahun pelajaran 2021/2022. Sampel
diambil melalui teknik snowball sampling.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, pendistribusian angket,
observasi, dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap wakil kepala sekolah bidang
kurikulum di SMA Negeri 1 Tempilang. Pemilihan narasumber ditentukan berdasarkan
keahlian dan bidang pekerjaan yang dimiliki. Pendistribusian angket dilakukan dengan
menggabungkan teknik pertanyaan terbuka dan tertutup. Kedua teknik pertanyaan ini
digunakan untuk memperoleh data secara luas dan sistematis. Butir pertanyaan disusun
berdasarkan variabel dan subvariabel penelitian. Observasi dokumentasi dilakukan terhadap
perangkat pembelajaran dan penilaian yang disiapkan oleh guru. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif dari Miles and Huberman.
Aktivitas analisis data dengan model ini terdiri atas tiga kegiatan utama yaitu mereduksi data,
menyajikan data, dan menarik kesimpulan (Winarni, 2018).

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pemerintah telah menetapkan 2.500 sekolah se-Indonesia untuk menjadi pilot project

pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2021/2022 (Kompas, 2022). Ketika itu
masih diberi nama Kurikulum Prototipe (Republika, 2023). Sekolah-sekolah yang dipilih
merupakan sekolah penggerak. Sehubungan dengan statusnya sebagai sekolah penggerak,
SMA Negeri 1 Tempilang menjadi pilot project penerapan Kurikulum Merdeka pada siswa
kelas X tahun pelajaran 2021/2022 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Para guru di
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SMA Negeri 1 Tempilang sudah mengikuti kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan workshop
Kurikulum Merdeka sebelum kurikulum ini diimplementasikan di sekolah tersebut.
Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, dan workshop dilakukan secara daring. Narasumber
sosialisasi, pelatihan, dan workshop berasal dari berbagai unsur dari Kemdikbud RI.

Guru adalah salah satu faktor penting keberhasilan penerapan kurikulum di sekolah.
Oleh sebab itu, guru harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas pentingnya
dalam proses pembelajaran. Ketentuan di dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan
dosen menyebutkan bahwa guru harus memiliki empat kompetensi. Satu di antara kompetensi
itu adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi ini menuntut guru untuk mampu memfasilitasi
proses belajar siswa dengan menyusun program pembelajaran mulai dari perencanaan,
pelaksanaan pembelajaran, hingga penilaian (Rifma, 2016).

Gambar 1. Kompetensi Pedagogik Guru
Perencanaan pembelajaran oleh para guru dilakukan sesuai prosedur penyusunan

program pembelajaran. Selain berbekal materi pelatihan dan workshop, sebelum menyusun
perencanaan pembelajaran, para guru membaca dan mempelajari berbagai dokumen penting
seperti panduan pembelajaran dan asesmen Kurikulum Merdeka yang diterbitkan oleh
Kemdikbud melalui laman resmi Kemdikbud. Para guru juga mengakses berbagai informasi
terkait Kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Mengajar. Dalam Kurikulum
Merdeka, perencanaan pembelajaran dimulai dengan memahami capaian pembelajaran (CP)
dalam setiap fase sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Capaian pembelajaran
merupakan kompetensi yang harus dicapai siswa pada setiap fase perkembangan. Capaian
pembelajaran memuat berbagai kompetensi dan materi yang disusun secara komprehensif dan
disajikan secara naratif (pusatinformasi.guru, 2023). Rancangan capaian pembelajaran
merujuk kepada teori belajar konstruktivisme dan pendekatan kurikulum understanding by
design yang diprakarsai oleh Wiggins dan Thige. Karakteristik dari capaian pembelajaran
adalah terlaksananya pembelajaran yang fleksibel, pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan
peserta didik, serta pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif (Kemdikbud,
2022).

Setelah memahami dengan baik capaian pembelajaran guru kemudian menyusun
tujuan pembelajaran (TP). Capaian pembelajaran dalam satu fase akan terdiri dari sejumlah
tujuan pembelajaran. Prinsip dalam menyusun tujuan pembelajaran adalah menuangkan
tujuan belajar secara operasional dan konkret. Dua komponen utama yang harus ada dalam
tujuan pembelajaran adalah kompetensi dan konten materi yang akan dipelajari siswa. Setelah
tujuan pembelajaran selama satu fase selesai dirumuskan selanjutnya guru harus menyusun
alur tujuan pembelajaran (ATP). ATP disusun untuk satu tahun pelajaran yang isi dan
sistematikanya tak jauh berbeda dengan silabus pada kurikulum 2013. Para guru mengaku
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berkolaborasi dalam menyusun tujuan pembelajaran dan ATP. Dari tiga teknik yang menjadi
alternatif, masing-masing terdapat dua teknik yang dipilih oleh para guru SMA Negeri 1
Tempilang dalam berkolaborasi menyusun tujuan pembelajaran dan ATP. Kedua teknik
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Penyusunan TP dan ATP
Tugas Perencanaan Teknik yang dilakukan guru

Merumuskan TP

Menyusun ATP

Merumuskan TP berdasarkan CP
Merumuskan TP berdasarkan analisis kompetensi dan lingkup
materi pada CP
Merancang sendiri berdasarkan CP
Mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan
pemerintah

Pengejawantahan capaian pembelajaran ke dalam panduan yang bersifat teknis
dilakukan dengan cara menyusun modul ajar atau selama ini lebih dikenal dengan istilah
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Modul ajar terdiri atas komponen tujuan
pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, media pembelajaran, serta asesmen awal dan
asesmen akhir. Satu modul ajar berisi satu tujuan pembelajaran yang tercantum di dalam
ATP. Penyusunan modul ajar bertujuan untuk membantu guru mengajar secara fleksibel dan
kontekstual, tidak hanya berpatokan pada buku teks pelajaran. Menurut Rahayu (2020),
kelengkapan perangkat pembelajaran yang disiapkan guru akan memudahkan berlangsungnya
proses pembelajaran dan tercapainya tujuan pembelajaran. Para guru menyatakan telah
menyusun modul ajar sesuai dengan contoh yang telah diberikan pemerintah.

Disamping menyusun perangkat pembelajaran, guru juga menetapkan kriteria
ketercapaian tujuan pembelajaran (KKTP).  KKTP disusun guna mengetahui batas
ketercapaian siswa dalam pembelajaran (Kemdikbud, 2022). Ada tiga pendekatan yang
disarankan kepada guru dalam menentukan KKTP yaitu menggunakan deskripsi, rubrik, dan
interval nilai atau skala. Dalam pendekatan deskripsi, guru menentukan kriteria-kriteria
tertentu untuk kemudian mendeteksi kemampuan siswa memadai atau tidak memadai
terhadap kriteria tersebut. Siswa yang tidak mencapai kriteria dianggap belum mencapai
tujuan pembelajaran. Rubrik digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana siswa mencapai
tujuan pembelajaran misalnya dengan menggunakan gradasi kemampuan mulai dari belum
berkembang, layak, cakap, hingga mahir dalam materi yang diajarkan. Pendekatan skala atau
interval nilai digunakan dengan menentukan kriteria ketercapaian berdasarkan persentase
tertentu. Ketiga pendekatan dalam penentuan KKTP digunakan secara merata oleh guru pada
level mata pelajaran.

Gambar 2. Rancangan Perencanaan Pembelajaran oleh Guru
Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru memiliki bahan ajar sebagai penunjang materi

yang ada di dalam modul ajar dan buku teks pelajaran. Guru juga sudah menggunakan
berbagai pendekatan, metode, dan model saat proses pembelajaran berlangsung. Variasi
model pembelajaran yang digunakan antara lain project based learning, problem based
learning, inquiry, cooperative learning, contextual learning. Metode yang dipakai juga
bervariasi seperti ceramah, diskusi, presentasi, dan demonstrasi. Guru juga mempratikkan
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pembelajaran berdiferensiasi baik dari aspek gaya belajar siswa, konten, dan produk yang
dihasilkan. Eggen dan Kauchak dalam Lefudin (2017) mengatakan bahwa teknik mengajar
yang bervariasi dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran menjadi ciri sebuah
pembelajaran yang efektif.

Para guru juga sudah melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Asesmen
diagnostik merupakan bagian dari asesmen formatif. Kurikulum Merdeka menggunakan tiga
pendekatan penilaian yaitu assessment of learning, assessment for learning, dan assessment
as learning. Dua pendekatan terakhir mengharuskan guru untuk melakukan asesmen formatif
termasuk di dalamnya asesmen diagnostik. Kedua penilaian ini dilakukan selama proses
pembelajaran berlangsung. Assessment for learning memungkinkan guru menggunakan hasil
penilaian untuk memperbaiki pembelajaran, sedangkan assessment as learning
memungkinkan siswa melihat capaian dan kemajuan belajarnya sehingga dapat menentukan
target belajar selanjutnya (Kemdikbud, 2017). Penilaian diagnostik bertujuan untuk
mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan siswa. Hasil asesmen diagnostik
digunakan guru untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa.
Firmanzah dan Sudibyo (2021) mengungkapkan bahwa asesmen diagnostik membantu guru
mendesain pembelajaran pada masa pandemi yang memudahkan peserta didik lebih
memahami materi sehingga mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Tahapan yang
dilakukan guru dalam menyusun asesmen diagnostik yaitu menganalisis laporan hasil belajar
siswa di tahun sebelumnya, mengidentifikasi kompetensi yang akan dipelajari, menyusun
instrumen berupa tes tertulis/lisan, keterampilan, atau observasi, menggali informasi
mengenai siswa dalam aspek latar belakang keluarga, motivasi, minat, bakat, sarana dan
prasarana belajar yang dimiliki, melaksanakan asesmen, dan menjadikan hasil asesmen
diagnostik untuk merencanakan pembelajaran sesuai karakteristik dan kebutuhan siswa.
Pelaksanaan asesmen diagnostik dapat dilakukan pada awal tahun pelajaran atau pada awal
satu materi akan dipelajari (Kurikulummerdeka.com, 2020).

Gambar 3. Kegiatan Penilaian oleh Guru
Hasil asesmen formatif dipakai guru sebagai umpan balik terhadap proses belajar

siswa. Kekurangan siswa dapat segera diketahui dan dapat langsung diberikan perbaikannya.
Asesmen formatif berguna bagi siswa sebagai refleksi diri dengan melakukan self assessment
dan peer assessment. Selain asesmen formatif, guru melalui kebijakan sekolah juga
menyelenggarakan asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan
untuk memastikan ketercapaian seluruh tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif dapat
dilakukan di akhir  proses pembelajaran atau dilakukan sekaligus untuk beberapa tujuan
pembelajaran. Berbeda dengan asesmen formatif yang digunakan untuk perbaikan
pembelajaran, asesmen sumatif digunakan untuk perhitungan penilaian akhir semester dan
akhir tahun pelajaran. Pada tabel berikut ini dapat dilihat pola yang dilakukan guru baik
dalam perannya sebagai guru mata pelajaran maupun sebagai wali kelas dalam asesmen
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formatif dan asesmen sumatif serta pemanfaatannya sebagai umpan balik bagi siswa, guru,
dan orang tua.

Tabel 2. Pola dan Pemanfaatan Asesmen Formatif dan Asesmen Sumatif
Aspek Kegiatan

Asesmen Formatif
Pola asesmen formatif

Pemanfaatan asesmen formatif

Guru melaksanakan asesmen diagnostik sebelum pembelajaran
Guru melakukan penilaian secara mandiri dan melakukan
refleksi terhadap hasil penilaian
Guru melibatkan peserta didik dalam penilaian (penilaian diri
dan penilaian antarteman)
Guru memberikan umpan balik terhadap tugas-tugas yang
diberikan
Guru mendiskusikan hasil asesmen dengan siswa serta
memberikan masukan/perbaikan
Guru menghubungi dan mendiskusikan hasil asesmen siswa
yang belum mencapai KKTP bersama orang tua
Wali kelas menghubungi dan mendiskusikan bersama orang
tua hasil asesmen formatif siswa yang belum mencapai KKTP

Asesmen Sumatif
Pola asesmen sumatif

Pemanfaatan asesmen sumatif

Guru melaksanakan ulangan harian, penilaian tengah semester
(PTS), penilaian akhir semester (PAS), penilaian akhir tahun
(PAT)
Guru melaksanakan remedial kepada siswa yang diketahui
belum mencapai KKTP seusai pelaksanaan asesmen sumatif
Guru membagikan hasil asesmen sumatif dan memberikan
umpan balik kepada siswa
Wali kelas mendiskusikan hasil asesmen formatif dan sumatif
kepada siswa
Wali kelas menyampaikan laporan hasil belajar siswa dalam
bentuk rapor PTS dan PAS/PAT kepada orang tua
Wali kelas mendiskusikan hasil belajar siswa dalam bentuk
rapor PTS dan PAS/PAT bersama orang tua

Dilihat dari aspek pemanfaatan asesmen formatif dan asesmen sumatif, guru
berpeluang melakukan perbaikan proses pembelajaran. Begitupun dengan siswa, memiliki
kesempatan yang sangat luas untuk memperbaiki capaian pembelajarannya sebelum akhir
tahun pelajaran. Pelaksanaan asesmen formatif membantu guru dan siswa untuk sesegera
mungkin melakukan refleksi dan perbaikan setelah diketahui ketercapaian pembelajaran
terbilang rendah atau belum sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Pelaksanaan remedial di
akhir asesmen sumatif memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki hasil
belajarnya. Pelaporan hasil belajar secara berkala kepada orang tua juga berperan sebagai
bahan refleksi bagi orang tua sehingga upaya motivasi dan bimbingan kepada siswa juga
diperankan oleh orang tua di rumah. Berbagai langkah ini dapat mencegah terjadinya risiko
retensi kelas. Jika terdapat siswa yang tidak mencapai KKTP dalam mata pelajaran tertentu,
Kurikulum Merdeka mengakomodasi penyelesaian ketuntasan tersebut pada jenjang
berikutnya baik pada fase yang sama maupun pada fase yang berbeda. Permendikbud No. 21
tahun 2022 tentang standar penilaian masih memberikan kewenangan kepada sekolah untuk
menetapkan kriteria kenaikan kelas. Satuan pendidikan tetap diberi keleluasaan dalam
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menentukan kebijakan kenaikan kelas. Namun, implementasi Kurikulum Merdeka lebih
menekankan pada perbaikan di sepanjang proses pembelajaran. Dengan begitu, retensi kelas
dapat dihindari. Kriteria kenaikan kelas yang ditetapkan oleh SMA Negeri 1 Tempilang
menyesuaikan dengan kebijakan yang ada di dalam Kurikulum Merdeka. Di antaranya tidak
lagi menetapkan jumlah maksimal mata pelajaran yang tidak tuntas sebagai syarat agar bisa
naik kelas berikutnya seperti terdapat pada Kurikulum 2013. Kriteria kenaikan kelas SMA
Negeri 1 Tempilang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Kriteria Kenaikan Kelas SMA Negeri 1 Tempilang
No. Kriteria Kenaikan Kelas
1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran

yang dikuti
2. Mengikuti kegiatan penilaiann formatif dan sumatif
3. Memiliki deskripsi sikap minimal baik
4. Memiliki presentase kehadiran minimal 85%

Pada akhir tahun pelajaran 2021/2022 diketahui tidak terdapat siswa SMA Negeri 1
Tempilang yang harus menyelesaikan ketercapaian pembelajaran di level berikutnya. Tidak
didapati pula siswa yang mengulang kelas. Seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 Tempilang
dinyatakan naik ke kelas XI. Selain ketercapaian pembelajaran, hal yang perlu mendapat
perhatian penting dari para guru terutama yang mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas
adalah kehadiran siswa. Sebaik apapun perencanaan pembelajaran yang dirancang guru, tidak
akan memberikan banyak manfaat jika siswa tidak hadir ke sekolah. Wali kelas
mengungkapkan telah menerapkan pengecekan secara rutin terhadap kehadiran siswa.
Perlakuan dan pelayanan khusus diberikan kepada siswa yang diketahui memiliki masalah
dalam kehadiran. Tindak lanjut terhadap siswa yang sering tidak hadir ke sekolah sudah
seharusnya tidak ditunda-tunda sehingga menyebabkan terjadinya akumulasi selama satu
semester atau satu tahun ajaran yang tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap capaian
belajar siswa (Jacob and Mantiri, 2022). Wali kelas mengaku melakukan berbagai tahapan
prosedur dalam mengatasi siswa yang sering tidak hadir ke sekolah. Pertama, dengan
memanggil langsung siswa yang bersangkutan dan mengajak berdikusi untuk mencari solusi.
Jika masih terjadi pengulangan, wali kelas akan melakukan pemanggilan terhadap orang tua
guna mengetahui dan mendiskusikan sebab-sebab dan solusi yang tepat untuk masalah terjadi
pada siswa. Kerja sama guru dengan orang tua untuk mengatasi berbagai permasalahan yang
dialami siswa adalah sebuah kewajaran. Ornstein et al. (2011) menegaskan bahwa prestasi
belajar siswa di sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan rumah dan keluarga. Karena itu,
melibatkan orang tua dalam menyelesaikan masalah siswa adalah sebuah keniscayaan. Selain
bekerja sama dengan orang tua, wali kelas juga idealnya berkoordinasi dengan guru BK
untuk menyelesaikan siswa yang sering tidak hadir ke sekolah. Namun, hal ini tidak dapat
maksimal dilakukan di SMA Negeri 1 Tempilang karena saat ini masih belum ada guru BK
yang bertugas. Kebijakan yang diambil sekolah menetapkan koordinasi wali kelas dilakukan
langsung kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Hanya sebagian kecil wali kelas
yang lanjut ke tahap melibatkan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dalam mengatasi
masalah ini. Bekerja sama dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan adalah tahap
lanjutan yang ditempuh wali kelas jika siswa masih melakukan pengulangan dalam masalah
ketidakhadiran setelah dilalui tahapan berdiskusi dengan orang tua.

Sebagai bentuk pengawasan dalam kegiatan perencanaan serta pelaksanaan
pembelajaran dan asesmen, SMA Negeri 1 Tempilang melaksanakan kegiatan supervisi baik
terhadap dokumen perangkat pembelajaran maupun pelaksanaan pembelajaran di kelas.
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Supervisi dengan kunjungan ke kelas dilakukan langsung oleh kepala sekolah kepada setiap
guru mata pelajaran minimal satu kali dalam satu semester. Dalam kunjungan kelas ini, SMA
Negeri 1 Tempilang mengadopsi prinsip lesson study (plan-do-see) sehingga dalam supervisi
kelas tidak hanya kepala sekolah yang masuk ke kelas, tetapi melibatkan guru lain sebagai
pengamat sebanyak dua orang. Selain bertugas mengamati, para guru ini juga difungsikan
untuk mempelajari metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru yang disupervisi
sehingga dapat meniru hal-hal baik dan efektif yang dilakukan. Melalui pola supervisi
semacam ini, para guru juga dapat melakukan refleksi dan evaluasi dengan saling memberi
saran dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran (Abizar, 2017). Sementara itu,
supervisi dan validasi terhadap perangkat pembelajaran dilakukan oleh tim yang ditunjuk
oleh kepala sekolah. Di awal semester genap tahun pelajaran 2022/2023, verifikasi dan
validasi perangkat pembelajaran dilakukan dengan melibatkan pengawas sekolah serta
fasilitator sekolah penggerak, BPMP.

Gambar 4. Alur Kegiatan Supervisi
Disamping menjalankan serangkaian kegiatan perencanaan, pembelajaran, dan

penilaian serta pengawasan dalam pelaksanaannya sesuai prosedur yang ditetapkan, SMA
Negeri 1 Tempilang juga rutin melakukan pelatihan dan workshop bagi guru untuk
menunjang pengimplementasian Kurikulum Merdeka secara baik. Pada tahun 2022 workshop
yang dilakukan secara mandiri sebanyak 2 kali dan di tahun 2023 ditargetkan sebanyak 5 kali
workshop dan pelatihan. Pemateri didatangkan dari berbagai komponen mulai dari guru-guru
yang kompeten dan pengajar praktik pada program guru penggerak. Sehubungan dengan
statusnya sebagai sekolah penggerak, SMA Negeri 1 Tempilang juga rutin memperoleh
pendampingan dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Guru Penggerak
(BGP). Di setiap akhir bulan dilakukan rapat bersama untuk membahas isu-isu penting
seputar pengimplementasian Kurikulum Merdeka dan di setiap akhir tahun digelar rapat
evaluasi dan refleksi. Hal ini diakui sangat bermanfaat bagi sekolah dalam
mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara tepat.

Kesimpulan
Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan temuan penelitian ini bahwa penerapan

Kurikulum Merdeka di sekolah dapat mengatasi masalah retensi kelas. Keberhasilan
kebijakan menghindari retensi kelas dalam Kurikulum Merdeka sangat bertumpu pada
terealisasinya perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian pembelajaran yang berkualitas dan
bermakna serta mengutamakan prinsip-prinsip penting dalam Kurikulum Merdeka.
Pengimplementasian kurikulum harus dilakukan dengan merujuk pada berbagai peraturan,
petunjuk dan panduan pelaksanaan Kurikulum Merdeka baik dari segi perencanaan,
pelaksanaan pembelajaran, maupun penilaian. Guru harus memahami dengan baik konsep
dan konten dalam Kurikulum Merdeka sehingga bisa menyusun perencanaan pembelajaran
yang tepat sehingga dapat melaksanakan pembelajaran dan penilaian yang tepat pula. Oleh
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sebab itu, pelatihan dan bimbingan kepada guru harus dilakukan secara berkelanjutan.
Kolaborasi di antara para guru juga dibutuhkan untuk merealisasikan kegiatan perencanaan
serta pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan
siswa.

Peran aktif seluruh komponen pendidikan sangat dibutuhkan. Kepala sekolah harus
menyusun kebijakan strategis untuk memastikan bahwa seluruh guru memiliki pemahaman
dan kemampuan yang baik dalam menerapkan kurikulum. Orang tua harus dilibatkan secara
aktif terhadap proses perkembangan akademik dan sikap siswa. Siswa harus mendapat
kesempatan yang luas untuk belajar sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhannya.
Peran lembaga semacam BPMP dan BGP harus dapat dioptimalkan dalam memberikan
pendampingan kepada sekolah dan para guru.

Ketidaktercapaian siswa dalam satu tujuan pembelajaran harus sesegera mungkin
mendapat perbaikan dan penyelesaian di sepanjang proses pembelajaran. Perbaikan tidak
menunggu akumulasi ketidaktercapaian siswa dalam jangka waktu tertentu. Hal penting lain
yang harus menjadi perhatian guru adalah bahwa keputusan menaikkan siswa ke jenjang
berikutnya baik tanpa catatan perbaikan maupun dengan catatan perbaikan telah melalui
proses dan tahapan sesuai prosedur yang ditetapkan. Terutama, dengan melakukan asesmen
formatif dan sumatif yang disertai dengan umpan balik sebagai langkah perbaikan selama
proses pembelajaran berlangsung. Dengan begitu, kenaikan kelas bukan merupakan ‘hadiah’
atau ‘pemberian’ sehingga kualitas pendidikan dan output yang dihasilkan akan tetap
terjamin.

Saran
Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi sekolah-sekolah yang menerapkan Kurikulum
Merdeka pada tahun pelajaran 2022/2023 dan seterusnya. Kepala sekolah sebagai
penanggung jawab terlaksananya kurikulum di tingkat satuan pendidikan perlu menyiapkan
kebijakan strategis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Para guru
harus dapat dipastikan memiliki kompetensi dalam mengimplementasikan Kurikulum
Merdeka. Kegiatan pelatihan dan workshop implementasi Kurikulum Merdeka bagi guru
harus dapat difasilitasi sekolah. Oleh sebab itu, kerja sama dengan lembaga terkait di
antaranya Balai Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP) harus dapat dilakukan secara optimal.
Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab penerapan kurikulum di daerah harus dapat
memastikan bahwa sosialisasi berbagai peraturan, petunjuk, dan panduan pelaksanaan
Kurikulum Merdeka harus sampai pada semua level komponen pendidikan meliputi kepala
sekolah, guru, orang tua, dan siswa.
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